KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJENE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJENE
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN DAN PELAPORAN
KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE,

Menimbang

Mengingat

bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Prosedur Administrasi Pemerintahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Majene tentang Standar Operasional Prosedur
(SOP) Penyusunan dan Pelaporan Kartu Kendali
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Majene.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6109) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 127, Tambahan Lembar Negara Republik

Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Opersional
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Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
649);

Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1842);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
320) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
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Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
826);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356

Tahun 2023 tentang Pedoman  Teknis
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, danKomisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN DAN
PELAPORAN KARTU KENDALI SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan dan
Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Majene sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

Alur/Bagan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Penyusunan dan Pelaporan Kartu Kendali Sistem
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Pengendalian Intern Pemerintah Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Majene sebagaimana

terlampir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan  diadakan  perbaikan  sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Majene
Pada tanggal 23 Juli 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE,

ttd.
MUNAWIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT

KOMIS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
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PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian
sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan

selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;

3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai

dilaksanakan;

4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan
mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;

5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Majene
Pada tanggal 23 Juli 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE

ttd.
MUNAWIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJENE

NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KARTU KENDALI SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

NOMOR SOP 5 Tahun 2025

TANGGAL SOP 12 Juni 2025

TANGGAL REVISI | 14 Juli 2025

TANGGAL

PENGESAHAN 23 Juli 2025

DISAHKAN OLEH | KETUA KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN
KOMISI PEMILIHAN UMUM MAJENE

KABUPATEN MAJENE

MUNAWIR
SUBBAGIAN : TEKNIS PENYELENGGARAAN |NAMA SOP STANDAR OPERASIONAL
PEMILU DAN HUKUM PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN
PELAPORAN KARTU
KENDALI SISTEM
PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH
SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN MAJENE

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 |1. Mampu mengoperasikan Komputer;

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah |, Menguasai MS Excel;
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang,
sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar
Opersional Prosedur Administrasi

3. Mampu berkoordinasi dengan TIM.
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Pemerintahan;

5. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan DPcraturan Komisi DPcmilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
21 Tahun 2023;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman
Teknis Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, danKomisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota.

KETERKAITAN PERLENGKAPAN
Standar Operasional Prosedur Pengunggahan | 1. Kartu Kendali;
Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum | 2- quangkat Komputer;
. 3. Printer;
Kabupaten Majene. 4. Scanner:
5. Jaringan Internet;
6. Alat Tulis Kantor.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan
baik maka proses penyusunan dan pelaporan
Kartu Kendali SPIP akan terhambat.

Melaksanakan Pengarsipan baik secara
hardcopi dan digital.
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJENE

NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

ALUR/BAGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMU KABUPATEN MAJENE

PELAKSANA MUTU BAKU
SUB
i HREATAN SUB | SATGAS | p,GIAN | SEKRETARIS | KELENGKAPAN | WAKTU OUTPUT
BAGIAN SPIP
HUKUM
Masing-masing Subbagian Rancangan 5 Hari | Kartu Kendali
1 menyusun dan  melakukan Kartu Kendali
" | otentifikasi kartu kendali
Subbagian menyampaikan ke Kartu Kendali 1 Hari | Kartu Kendali yang
2. | Satgas SPIP __i Disetujui
Satgas SPIP menyampaikan Kartu Kendali 1 Hari | Kumpulan Kartu
3. | dalam Rapat Rutin -—- Kendali
Penandatanganan Kartu Kendali v Kartu Kendali 1 Hari | Kartu Kendali yang
4 — T
: ditandatangani
Satgas SPIP menerima dan Kumpulan Kartu Bukti
melaporkan ke  Inspektorat Kendali . | Penyampaian Kartu
S | Jenderal KPU RI. n—‘”_“ 1 Harl | gendali
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Keterangan Simbol dalam Flowchart :

Simbol Kapsul/ Terminator ( @@ ) untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;

Simbol Kotak/Process ( [l ) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;

Simbol Belah Ketupat/ Decision ( <@ ) untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;

Simbol Anak Panah/Panah/Arrow ( — ) untuk mendeskrpsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);

Simbol Segilima/ Off-Page Connector ( - ) untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

WA -
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